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[bookmark: _Toc222720416]A. Latar belakang 
Kehidupan sebagai manusia, kita membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Pengetahuan tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengetahuan dalil aqli dan dalil Naqli. Sumber tersebut sangat penting dalam konteks agama, terutama dalam Islam, pengetahuan Naqli, yang bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber tersebut diakui sebagai otoritas utama dalam memberikan panduan dan moral bagi umat Islam. 
 
Pentingnya merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan memainkan peran sentral dalam kehidupan beragama. Sifat naqli, yang mencakup ajaran-ajaran dasar, menjamin bahwa pengetahuan dianggap sah dan benar. Sumber-sumber ini membantu membentuk karakter dan moral individu, yang sangat diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sesuai dengan tuntunan agama. 
 
Dengan perubahan zaman yang menghadirkan tantangan kompleks, metode pemahaman hadis dan penerapan ijtihad menjadi semakin relevan. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada wahyu menjaga kemurnian ajaran agama dan memastikan bahwa semua aspek kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui ijtihad, umat Islam diharapkan dapat memberikan respons yang tepat terhadap permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Hadis. 
 
Makalah ini bertujuan untuk mengulas dan memberikan informasi terkait sumber-sumber ajaran Islam, dengan fokus pada Al-Quran, Hadis, dan ijtihad sebagai pilar utama pengembangan pengetahuan serta praktik Islam dalam konteks yang terus berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana sumber-sumber ini saling melengkapi dalam membentuk pemahaman dan aplikasi ajaran Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. 
 
[bookmark: _Toc222720417] B. Rumusan Masalah
a) Al-Qur'an: Bagaimana kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, bagaimana proses kodifikasinya, serta apa saja dimensi mukjizat yang menjadikannya pedoman absolut bagi umat manusia?

b) As-Sunnah: Mengapa As-Sunnah diperlukan sebagai penjelas Al-Qur'an, bagaimana metodologi validasi hadis dilakukan oleh para ulama, dan apa implikasi penolakan terhadap otoritas sunnah?

c) Ijtihad: Bagaimana peran ijtihad dalam menjembatani teks wahyu yang terbatas dengan problematika zaman yang tidak terbatas, serta apa saja instrumen metodologi yang digunakan dalam merumuskan hukum baru?

[bookmark: _Toc222720418]C. Tujuan Penulisan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
‎
a) ‎Terkait Al-Qur'an: Untuk menganalisis kedudukan fundamental Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam.Untuk mendeskripsikan proses kodifikasi dan sejarah pemeliharaan Al-Qur'an dari masa kenabian hingga menjadi mushaf yang utuh. Untuk membedah berbagai dimensi kemukjizatan Al-Qur'an yang menjadikannya pedoman hidup absolut bagi umat manusia.
‎


b) Terkait As-Sunnah: Untuk menjelaskan urgensi dan fungsi As-Sunnah sebagai penjelas (bayani) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk menguraikan metodologi dan kriteria ketat yang digunakan ulama hadis dalam memvalidasi keshahihan sebuah riwayat. Untuk mengidentifikasi implikasi teologis maupun yuridis dari fenomena penolakan terhadap otoritas Sunnah (Inkarus Sunnah).
‎
c) Terkait Ijtihad: Untuk memaparkan peran strategis ijtihad dalam memberikan solusi hukum atas problematika kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks wahyu. Untuk mengkaji berbagai instrumen metodologi (seperti Qiyas, Ijma', dan Maslahah Mursalah) yang digunakan para mujtahid dalam merumuskan ketetapan hukum
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A. [bookmark: _Toc222720421]Al – Qur;an Sebagai Sumber Hukum Utama Dan Mukjizat Abadi
Al-Qur’an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk paripurna bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sebagai sumber hukum pertama dan utama (Al-Ashl al-Awwal), Al-Qur’an memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari persoalan akidah, ibadah, hingga muamalah sosial. Kedudukannya yang absolut menuntut pemahaman yang mendalam tidak hanya pada teksnya saja, tetapi juga pada bagaimana kitab suci ini dijaga otentisitasnya melalui proses kodifikasi yang sangat ketat di masa awal Islam.

Selain sebagai konstitusi hukum, Al-Qur’an memiliki dimensi kemukjizatan (I’jaz) yang menjadi bukti kebenaran sumbernya yang berasal dari zat Ilahiyah. Dimensi ini mencakup keindahan bahasa yang tidak tertandingi, ketepatan informasi ghaib, hingga keselarasan dengan fakta-fakta ilmiah yang baru terungkap berabad-abad kemudian. Melalui pembahasan dalam bab ini, kita akan membedah secara sistematis bagaimana posisi Al-Qur’an dalam hierarki hukum Islam, sejarah panjang pembukuannya, serta alasan fundamental mengapa kitab ini tetap menjadi pedoman hidup yang absolut dan relevan bagi manusia di tengah perubahan zaman yang sangat dinamis.

1. [bookmark: _Toc222720422]Kedudukan Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum Pertama (Al-Ashl al-Awwal)
Al-Qur’an bukan sekadar kitab bacaan, melainkan konstitusi tertinggi (Dustur) bagi kehidupan manusia. Dalam hierarki hukum Islam, Al-Qur’an menempati posisi puncak. Segala bentuk aturan, baik itu Hadis maupun Ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar yang termaktub di dalamnya.

a) Dasar Hukum Kehujjan Al-Qur’an
Otoritas Al-Qur’an sebagai sumber hukum bersifat absolut dan universal. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 105:

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا   				
"Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat."

b) Sifat Hukum dalam Al-Qur’an
Berdasarkan kajian resume jurnal, hukum dalam Al-Qur'an terbagi menjadi dua sifat penyampaian:
· Qath’i al-Wurud: Kepastian sumbernya. Seluruh ayat Al-Qur'an adalah qath'i karena sampai kepada kita melalui jalur mutawatir (kerumunan orang banyak yang mustahil berbohong).
· Qath’i & Dzanni al-Dalalah: Kepastian maknanya. Ada ayat yang maknanya sudah pasti (seperti bagian waris) dan ada yang masih memerlukan penafsiran lebih dalam (dzanni).

2. [bookmark: _Toc222720423]Sejarah dan Proses Kodifikasi: Menjaga Otentisitas Wahyu
Rumusan masalah kedua mempertanyakan bagaimana Al-Qur’an sampai kepada kita secara utuh. Proses ini melalui tiga fase krusial yang menjamin tidak ada satu huruf pun yang berubah.



a) Fase Hafalan dan Catatan (Era Kenabian)
Pada masa Rasulullah SAW, Al-Qur’an dijaga dengan dua cara: Fi al-Sudur (dalam dada/hafalan) dan Fi al-Suthur (dalam tulisan). Setiap kali wahyu turun, Nabi memerintahkan para penulis wahyu seperti Zaid bin Thabit untuk mencatatnya.

b) Fase Pengumpulan (Era Abu Bakar Ash-Shiddiq)
Latar belakang kodifikasi pertama adalah kekhawatiran Umar bin Khattab atas gugurnya 70 Huffaz (penghafal Al-Qur'an) dalam Perang Yamamah.

c) Fase Standardisasi (Era Utsman bin Affan)
Terjadinya perbedaan dialek (Lughah) di wilayah Islam yang semakin luas memicu potensi perpecahan. Utsman bin Affan kemudian membentuk kepanitiaan untuk membukukan Al-Qur'an dalam satu dialek resmi (Quraisy) yang dikenal dengan Mushaf Al-Imam atau Rasm Utsmani.
Allah menjamin pemeliharaan ini dalam Surah Al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya."

3. [bookmark: _Toc222720424]Dimensi Mukjizat Al-Qur’an: Pedoman Absolut Manusia
Al-Qur'an menjadi pedoman absolut karena ia memiliki I’jaz (kemukjizatan) yang melemahkan lawan bicara. Mukjizat ini bukan sihir, melainkan bukti kebenaran intelektual.

a) I’jaz Lughawi (Keindahan Bahasa)
Struktur bahasa Al-Qur’an berada di atas kemampuan manusia mana pun. Allah menantang manusia dalam Surah Al-Baqarah ayat 23:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
"Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya..."

b) I’jaz 'Ilmi (Sains dan Pengetahuan)
Al-Qur'an mengandung fakta ilmiah yang baru terungkap oleh teknologi modern ribuan tahun kemudian. Contohnya tentang asal usul alam semesta (Big Bang) dalam Surah Al-Anbiya ayat 30:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

"Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya..."

c) I’jaz Tasyri’ (Hukum yang Sempurna)
Keadilan hukum Al-Qur'an bersifat lintas zaman. Berbeda dengan hukum buatan manusia yang sering kali bias kepentingan kelompok atau berubah-ubah mengikuti tren, Al-Qur'an memberikan prinsip keadilan universal yang tetap relevan sepanjang masa.

4. [bookmark: _Toc222720425]Relevansi Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup
Sebagai pedoman absolut, Al-Qur'an mencakup tiga aspek utama hubungan manusia:
a) Hablun Minallah: Mengatur ketauhidan dan ibadah murni.
b) Hablun Minannas: Mengatur sosial, ekonomi, dan politik (Muamalah).
c) Hablun Minal 'Alam: Mengatur bagaimana manusia mengelola alam semesta sebagai Khalifah.




5. [bookmark: _Toc222720426]Kedudukan Al-Qur'an sebagai Al-Mashdar al-Awwal (Analisis Yuridis)
Dalam materi resume jurnal, ditekankan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum yang bersifat independen (Mustaqill). Artinya, keabsahan hukum Al-Qur'an tidak bergantung pada sumber lain, melainkan sumber lainlah yang bergantung padanya.

a) Kehujjan Al-Qur'an secara Akli dan Nakli
Secara Nakli (teks), Al-Qur'an menegaskan otoritasnya sendiri. Selain Surah An-Nisa: 105 yang telah disebutkan, Allah juga berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 48:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya (Muhaimin)..."

Kata "Muhaimin" dalam jurnal hukum Islam sering dimaknai sebagai "penjaga" sekaligus "pengoreksi". Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah standar kebenaran tertinggi bagi hukum-hukum sebelumnya.

b) Klasifikasi Ayat Hukum (Ayatul Ahkam)
Untuk mencapai kedalaman materi, kita harus membedah bagaimana Al-Qur'an memberikan aturan. Dari sekitar 6.236 ayat, terdapat sekitar 500-an ayat yang secara spesifik berbicara tentang hukum (Tasyri'):
· Ibadah Mahdhah: Mengatur hubungan ritual dengan Tuhan (Salat, Zakat, Puasa). Biasanya bersifat Global (Mujmal), yang nanti penjelasannya ada di Bab 2 (As-Sunnah).
· Al-Ahwal al-Syakhshiyyah: Hukum keluarga (Nikah, Talak, Waris). Ayat-ayat ini biasanya sangat detail (Tafshili).
· Al-Muamalah al-Madaniyah: Hukum sipil dan transaksi ekonomi. Prinsipnya adalah keadilan dan kerelaan ('An Taradhin).
· Al-Jinayah: Hukum pidana Islam (Qishash, Hudud, Ta'zir).

6. [bookmark: _Toc222720427]Proses Kodifikasi: Menjamin Transmisi Tanpa Celah
Menjawab rumusan masalah tentang "Bagaimana proses kodifikasinya", kita harus melihat detail teknis yang menjamin Al-Qur'an tetap murni.

a) Akurasi Penulisan di Era Sahabat
Proses kodifikasi bukan sekadar menyalin, tapi melakukan verifikasi berlapis. Zaid bin Thabit, sebagai ketua tim kodifikasi, menetapkan standar yang sangat ketat:
· Setiap ayat yang diserahkan harus memiliki dua saksi yang melihat ayat tersebut ditulis di hadapan Rasulullah SAW.
· Hafalan para sahabat harus dicocokkan dengan catatan fisik (pelepah kurma, kulit binatang, dll).

b) Standar Rasm Utsmani
Kodifikasi di era Utsman bin Affan menghasilkan 5 atau 7 mushaf induk yang dikirim ke pusat-pusat peradaban Islam (Makkah, Syam, Kufah, Bashrah, dan satu di Madinah).
· Tujuan Strategis: Menghilangkan potensi konflik horizontal akibat perbedaan dialek.
· Dampaknya: Hingga hari ini, seluruh Al-Qur'an di dunia, dari Maroko hingga Merauke, memiliki urutan surah dan susunan huruf yang persis sama. Inilah bukti pemeliharaan Tuhan secara historis.






7. [bookmark: _Toc222720428]Dimensi Mukjizat sebagai Pedoman Absolut
Mengapa Al-Qur'an bisa menjadi pedoman yang Absolut? Karena ia memiliki sifat I'jaz yang tidak luntur oleh waktu.

a) Mukjizat Pemberitaan Ghaib (Masa Lalu dan Depan)
Al-Qur'an mengoreksi sejarah. Misalnya, dalam kisah Nabi Musa, Al-Qur'an menyebut pemimpin Mesir sebagai "Fir'aun", sementara dalam kisah Nabi Yusuf disebut "Al-Malik" (Raja). Penelitian arkeologi modern membuktikan bahwa gelar "Fir'aun" memang belum digunakan pada masa Nabi Yusuf. Ketelitian sejarah ini menunjukkan bahwa sumbernya adalah Tuhan yang Maha Tahu.

b) Mukjizat dalam Menata Masyarakat
Pedoman absolut Al-Qur'an terlihat pada kemampuannya mengubah bangsa Arab dari masyarakat jahiliyah yang terpecah menjadi bangsa yang memimpin peradaban dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 9:

 إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus..."

Prinsip "Aqwam" (lebih lurus) mencakup:
· Keadilan Sosial: Menghapus perbudakan secara sistematis.
· Keadilan Gender: Memberikan hak waris dan kehormatan pada wanita yang sebelumnya tidak ada di zaman jahiliyah.
· Keadilan Ekonomi: Pelarangan Riba dan kewajiban Zakat untuk distribusi kekayaan.


B. [bookmark: _Toc222720429]AS-SUNNAH SEBAGAI PENJELAS WAHYU DAN OTORITAS HUKUM KEDUA
Meskipun Al-Qur’an telah menetapkan fundamen hukum Islam secara sempurna, namun sifat penyampaian ayat-ayatnya sebagian besar masih bersifat global (mujmal) dan memerlukan rincian lebih lanjut agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan praktis. Di sinilah As-Sunnah atau Al-Hadis memegang peranan krusial sebagai sumber hukum kedua yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur’an. Sebagai manifestasi dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW, As-Sunnah berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan pesan-pesan langit ke dalam realitas amal manusia sehari-hari.

Dalam Poin ini, pembahasan akan difokuskan pada urgensi As-Sunnah dalam struktur hukum Islam serta bagaimana kedudukannya sebagai penjelas (bayani) terhadap wahyu utama. Lebih jauh lagi, mengingat hadis disampaikan melalui jalur periwayatan manusia, kita akan membedah metodologi validasi yang sangat ketat—mencakup pengujian sanad dan matan—yang dikembangkan oleh para ulama untuk menjamin kemurnian informasi dari Nabi SAW. Terakhir, bab ini juga akan menganalisis implikasi serius dari gerakan penolakan terhadap Sunnah, yang tidak hanya berisiko meruntuhkan tatanan hukum Islam, tetapi juga mengaburkan arah pemahaman terhadap Al-Qur’an itu sendiri.

1. [bookmark: _Toc222720430]Otoritas dan Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an
Rumusan masalah kedua mempertanyakan: Mengapa As-Sunnah diperlukan sebagai penjelas Al-Qur'an? Secara epistemologi hukum Islam, Al-Qur'an adalah teks yang sebagian besar bersifat global (mujmal). Tanpa Sunnah, syariat tidak akan bisa dioperasionalkan secara praktis.




a) Fungsi As-Sunnah terhadap Al-Qur'an
Berdasarkan materi jurnal ushul fiqh, hubungan Sunnah terhadap Al-Qur'an terbagi menjadi tiga fungsi utama:
· Bayat Al-Taqrir (Memperkuat): Menegaskan kembali apa yang ada di Al-Qur'an (misal: kewajiban salat).
· Bayan Al-Tafsir (Menjelaskan): Merinci teknis ibadah yang di Al-Qur'an hanya disebutkan secara garis besar. Contoh: Al-Qur'an memerintahkan salat, namun jumlah rakaat dan tata caranya dijelaskan oleh Nabi SAW.
· Bayan Al-Tasyri' (Menetapkan Hukum Baru): Menetapkan aturan yang tidak disebutkan secara eksplisit di Al-Qur'an, seperti larangan memakan binatang buas yang bertaring.

b) Dalil Kewajiban Mengikuti Sunnah
Allah SWT menegaskan kewajiban ini dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."

Dan dalam Surah An-Nisa ayat 80:

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ
"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah."

2. [bookmark: _Toc222720431]Metodologi Validasi Hadis: Mekanisme Filterisasi Ulama
Menjawab bagian rumusan masalah tentang: Bagaimana metodologi validasi hadis dilakukan oleh para ulama? Islam memiliki sistem verifikasi informasi paling ketat dalam sejarah manusia yang disebut Ilmu Musthalahul Hadis.
a) Struktur Hadis: Sanad dan Matan
Setiap hadis harus melalui pengujian pada dua unsurnya:
· Sanad: Rantai narator yang menyampaikan hadis dari Nabi sampai ke pembuku hadis (seperti Imam Bukhari).
· Matan: Redaksi atau isi kandungan hadis itu sendiri.

b) Syarat Hadis Shahih (Validitas Mutlak)
Berdasarkan resume jurnal penelitian hadis, sebuah hadis dikatakan valid (Sahih) jika memenuhi lima kriteria tanpa kompromi:
· Ittishal as-Sanad: Rantai perawi tidak terputus dari awal sampai akhir.
· 'Adalah ar-Ruwat: Perawinya harus adil (muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan menjaga harga diri).
· Dhabth ar-Ruwat: Perawinya harus memiliki hafalan yang sangat kuat atau catatan yang akurat.
· 'Adam al-'Illah: Tidak memiliki cacat tersembunyi yang merusak keshahihan hadis.
· 'Adam asy-Syudzuadz: Isinya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau Al-Qur'an.

[bookmark: _Toc222720432]3. Implikasi Penolakan terhadap Otoritas Sunnah (Inkarus Sunnah)
Bagian terakhir dari rumusan masalah kedua membahas: Apa implikasi penolakan terhadap otoritas sunnah?

a) Keruntuhan Struktur Syariat
Jika seseorang menolak Sunnah (kelompok Inkarus Sunnah), maka secara otomatis mereka tidak bisa melaksanakan syariat. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara salat, berapa kadar zakat, atau bagaimana prosedur haji, karena rincian tersebut tidak ada di dalam Al-Qur'an secara mendetail.




b) Konsekuensi Teologis
Menolak Sunnah berarti meragukan peran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang bertugas memberi penjelasan (Tabyin). Hal ini berisiko membatalkan syahadat kedua. Rasulullah SAW sudah memprediksi fenomena ini dalam hadisnya:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Kitab (Al-Qur'an) dan yang semisal dengannya (Sunnah) bersamanya." (HR. Abu Dawud).

c) Ketidakpastian Hukum
Tanpa Sunnah sebagai pembatas, penafsiran Al-Qur'an akan menjadi liar dan subjektif. Sunnah berfungsi sebagai "pagar" agar manusia tidak menafsirkan wahyu hanya berdasarkan logika tanpa arah.

















[bookmark: _Toc222720433]C.  IJTIHAD SEBAGAI INSTRUMEN DINAMISASI HUKUM ISLAM
Keberadaan Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dan As-Sunnah sebagai penjelasnya telah memberikan kerangka syariat yang paripurna bagi umat Islam. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban, manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai problematika baru yang belum pernah terjadi di masa kenabian, sehingga tidak ditemukan ketetapan hukumnya secara tekstual di dalam wahyu. Di titik inilah Ijtihad memainkan peran vitalnya sebagai instrumen dinamisasi yang menjamin hukum Islam tetap solutif dan tidak lekang oleh perubahan zaman.

Poin ini akan mengupas tuntas bagaimana ijtihad berfungsi sebagai jembatan antara teks wahyu yang telah final dengan realitas sosial yang terus berkembang secara dinamis. Pembahasan akan mencakup dasar hukum legalitas ijtihad, kualifikasi ketat bagi seorang mujtahid agar terhindar dari subjektivitas hawa nafsu, hingga pembedahan metodologi sistematis seperti Qiyas, Ijma’, dan Maslahah Mursalah. Dengan memahami mekanisme ijtihad, kita akan melihat betapa Islam sangat menghargai peran akal manusia dalam menggali kemaslahatan, sekaligus memastikan bahwa setiap solusi hukum yang lahir tetap berpijak pada nilai-nilai luhur ketuhanan.

1. [bookmark: _Toc222720434]Peran Ijtihad dalam Menjembatani Teks dan Realitas Zaman
Rumusan masalah ketiga mempertanyakan: Bagaimana peran ijtihad dalam menjembatani teks wahyu yang terbatas dengan problematika zaman yang tidak terbatas?

Secara epistemologis, jumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis telah berhenti (final) seiring wafatnya Rasulullah SAW. Namun, permasalahan manusia terus berkembang (tak terbatas). Di sinilah Ijtihad berperan sebagai "katup pengaman" agar hukum Islam tidak menjadi kuno dan tetap mampu menjawab tantangan zaman (Shalihun likulli Zaman wa Makan).


a) Dasar Hukum Ijtihad
Legalitas ijtihad bersandar pada dialog antara Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal saat ia akan diutus ke Yaman. Nabi bertanya bagaimana ia akan memutus perkara, Mu'adz menjawab: "Dengan Kitabullah." Jika tidak ditemukan? "Dengan Sunnah Rasul-Nya." Jika tidak ditemukan juga?

أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو

"Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan membiarkan (perkara itu tanpa putusan)." Rasulullah kemudian menepuk dada Mu'adz dan memuji sikapnya. (HR. Abu Dawud).

b) Sifat Hukum Hasil Ijtihad
Berdasarkan materi jurnal, ijtihad bersifat Dzanni (relatif). Artinya, kebenaran ijtihad bersifat kontekstual dan dapat berubah jika ditemukan alasan ('Illat) yang lebih kuat di masa depan. Ini memberikan fleksibilitas pada hukum Islam untuk beradaptasi dengan sains dan teknologi.

2. [bookmark: _Toc222720435]Instrumen Metodologi dalam Merumuskan Hukum Baru
Menjawab bagian rumusan masalah tentang: Apa saja instrumen metodologi yang digunakan dalam merumuskan hukum baru? Jika Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan hukum secara eksplisit, para mujtahid menggunakan instrumen berikut:

1. Qiyas (Analogi)
Menyamakan hukum suatu perkara baru yang belum ada nasnya dengan perkara lama yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan 'Illat (sebab hukum).
· Contoh: Mengharamkan narkoba karena memiliki 'Illat yang sama dengan khamar (memabukkan/merusak akal), sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ... رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi... adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah..." (QS. Al-Ma'idah: 90).

2. Ijma' (Konsensus)
Kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW atas suatu hukum syara'. Ijma' memberikan kepastian hukum yang bersifat kolektif.

3. Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)
Menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nas, namun sejalan dengan tujuan syariat (Maqashid Syariah).
· Tujuan utama: Menjaga lima unsur pokok (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta).

4. Istihsan dan 'Urf (Tradisi)
· Istihsan: Meninggalkan qiyas yang nyata untuk beralih ke hukum yang lebih membawa keadilan.
· 'Urf: Menjadikan adat istiadat masyarakat sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.







3. [bookmark: _Toc222720436]Kualifikasi Mujtahid: Menjaga Kualitas Hukum
Ijtihad tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Berdasarkan resume jurnal ushul fiqh, ada kriteria ketat agar ijtihad tidak menjadi "hawa nafsu yang dilegalkan":
· Menguasai Bahasa Arab secara mendalam (nahwu, sharaf, balaghah).
· Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah beserta ilmu-ilmu pendukungnya (nasikh-mansukh, asbabun nuzul).
· Memahami Maqashid Syariah (tujuan-tujuan luhur syariat).
· Memiliki Integritas Moral (Adil dan bertakwa).























[bookmark: _Toc222720437]KESIMPULAN 

Sinergi antara Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad membentuk sebuah bangunan syariat yang kokoh, dinamis, sekaligus abadi. Al-Qur’an, sebagai sumber hukum pertama yang bersifat qath’i (pasti), telah menetapkan prinsip-prinsip dasar kehidupan dan hukum yang terjaga otentisitasnya melalui proses kodifikasi yang sangat ketat sejak zaman sahabat hingga mencapai standardisasi Mushaf Utsmani. Namun, karena sebagian besar ayat Al-Qur’an bersifat global, maka kehadiran As-Sunnah menjadi keniscayaan mutlak sebagai penjelas operasional dan aplikatif. Tanpa otoritas Sunnah yang divalidasi melalui metodologi sanad dan matan yang ilmiah, syariat akan kehilangan teknis pelaksanaannya, sehingga penolakan terhadap Sunnah pada hakikatnya adalah peruntuhan terhadap struktur Islam itu sendiri.

Di sisi lain, ijtihad muncul sebagai instrumen vital yang menjembatani teks wahyu yang telah final dengan problematika zaman yang terus bergerak tanpa batas. Melalui perangkat metodologi seperti Qiyas, Ijma’, dan Maslahah Mursalah, hukum Islam mampu bertransformasi menjadi solusi bagi tantangan modernitas tanpa harus keluar dari koridor wahyu. Dengan demikian, hubungan ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan: Al-Qur'an sebagai fondasi utama, As-Sunnah sebagai tiang penjelas, dan Ijtihad sebagai ruang pengembangan yang memastikan Islam tetap relevan sebagai petunjuk hidup yang rahmatan lil 'alamin di setiap waktu dan tempat.







SARAN

Berdasarkan pembahasan materi yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Pelajar dan Akademisi:
Hendaknya dalam mempelajari hukum Islam tidak hanya terpaku pada satu sumber secara parsial, melainkan harus memahami keterkaitan hierarkis antara Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemahaman yang komprehensif akan mencegah terjadinya pemahaman yang kaku (tekstualis) maupun pemahaman yang terlalu bebas (liberal) yang keluar dari koridor syariat.

2. Bagi Masyarakat Luar:
Masyarakat diharapkan untuk lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi keagamaan, terutama terkait kutipan hadis yang beredar di media sosial. Mengingat adanya metodologi validasi yang ketat dalam ilmu hadis, penting bagi masyarakat untuk merujuk pada kitab-kitab standar (seperti Kutubus Sittah) dan penjelasan ulama yang memiliki otoritas di bidangnya guna menghindari hadis palsu atau lemah

3. Pemanfaatan Ijtihad dalam Masalah Kontemporer:
Mengingat tantangan zaman yang semakin kompleks di bidang ekonomi digital, medis, dan teknologi, para pemikir Islam dan lembaga fatwa disarankan untuk terus mengoptimalkan instrumen ijtihad seperti Maslahah Mursalah dan Qiyas. Hal ini diperlukan agar hukum Islam selalu mampu memberikan solusi yang relevan dan maslahat bagi problematika umat tanpa kehilangan jati diri fundamentalnya.

4. Penguatan Literasi Ulumul Qur'an dan Hadis:
Lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat pengajaran metodologi tafsir dan ilmu musthalahul hadis secara mendalam. Hal ini bertujuan agar generasi mendatang tidak hanya mampu membaca atau menghafal, tetapi juga memiliki "pisau analisis" yang tajam dalam menggali kedalaman makna mukjizat Al-Qur'an dan kearifan As-Sunnah.
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